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PENETAPAN
Nomor 221/Pdt.P/2019/PA Sj

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sinjai yang memeriksa dan mengadili perkara
pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara
permohonan Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

I i< pat dan tanggal lahir, Sinjai, 9 Oktober 1974 (umur 45
tahun), agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan petani,
tempat kediaman di Dusun Bonto Manai, Desa Polewali,
Kecamatan Sinjai Selatan, Kabupaten Sinjai, sebagai Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan anak Pemohon di muka sidang;

DUDUK PERKARA
Bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tanggal 23

Oktober 2019, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sinjai,

Nomor 221/Pdt.P/2019/PA Sj, tanggal 23 Oktober 2019, mengajukan dalil-dalil

sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak kandung hasil

perkawinannya dengan || | bcricentitas, nama

I - o02! lahir 10 Desember 2004 (umur 14 tahun, 10
bulan), agama Islam, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Dusun

Bonto Manai, Desa Polewali, Kecamatan Sinjai Selatan, Kabupaten Sinjai,
dengan calon suaminya bernama | GGG, 2ng0a! 27 Juli
2004 (umur 15 tahun, 2 bulan), agama Islam, pekerjaan petani, tempat
kediaman di Dusun Boddi, Desa Massaile, Kecamatan Sinjai Selatan,
Kabupaten Sinjai, yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan
Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sinjai
Selatan, Kabupaten Sinjai;
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2. Bahwa syarat - syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik
menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan
yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon
belum mencapai umur 16 tahun, sesuai Kutipan Akta Kelahiran Nomor
7307-LT-3112013-0015, tertanggal 6 Nopember 2014 yang keluarkan oleh
Kantor Catatan Sipil Kabupaten Sinjai;

3. Bahwa berdasarkan surat penolakan Kepala Kantor Urusan Agama
Kecamatan Sinjai Selatan, Kabupaten Sinjai Nomor
B.443/KUA.21.19.05/PW.01/10/2019 tanggal 23 Oktober 2019 vyang
menolak mencatatkan pernikahan anak Pemohon dengan alasan anak
Pemohon belum cukup umur;

4. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan
karena keduanya telah berpacaran selama 1 (satu) tahun dan hubungan
mereka telah sedemikian eratnya, sehingga Pemohon sangat khawatir
akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan Hukum Islam apabila
tidak segera dinikahkan;

5. Bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya tersebut tidak
ada larangan untuk melakukan pernikahan;

6. Bahwa anak Pemohon berstatus perawan dan telah akil balig serta
sudah siap untuk menjadi istri atau ibu rumah tangga ;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua
Pengadilan Agama Sinjai c.q. Majelis Hakim menerima, memeriksa, dan
mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya
sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

2. Memberi Dispensasi kepada anak Pemohon yang bernama (|l
) .tk menikah dengan laki-laki (G

3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara
ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Atau, apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-

adilnya;
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Bahwa, pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon
telah hadir sendiri, dan Majelis Hakim telah memberikan nasihat terkait
dengan perkawinan anak kandungnya sampai cukup umur berdasarkan
hukum Islam, akan tetapi Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Bahwa selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat
permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh
Pemohon dengan keterangan tambahan pada pokoknya, bahwa Pemohon
bermaksud menikahkan anak Pemohon, karena anak Pemohon dengan calon
suaminya telah lama berpacaran dan Pemohon takut bila nanti terjadi hal-hal
yang tidak diinginkan, anak Pemohon tidak hamil, dan keluarga calon suami
anak Pemohon sudah melamar;

Bahwa anak Pemohon bernama | NG Ha0ir di

persidangan dan telah menyampaikan keterangan yang pada pokoknya,
bahwa anak Pemohon dengan | -2caran. anak
Pemohon semula bersekolah, namun setelah anak Pemohon mengetahui
calon suaminya ingin datang melamar, maka sejak tanggal 14 Oktober 2019,
anak Pemohon tidak pergi sekolah lagi, anak Pemohon tidak hamil dan tidak
pernah ketangkap warga ;

Bahwa terhadap keterangan Pemohon dengan anak Pemohon tersebut
di atas, maka Majelis Hakim mencukupkan proses pemeriksaan perkara
tersebut;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang dicatat
dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari
penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah
sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara a quo termasuk dalam lingkup bidang
perkawinan sebagaimana Pasal 49 dan penjelasannya huruf (a) angka 3
Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-
Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka perkara ini
termasuk kompetensi absolut Pengadilan Agama;
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Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan dalil-dalil permohonan
sebagaimana dalam duduk perkara a quo;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan anak Pemohon, bahwa
anak Pemohon semula bersekolah, namun setelah anak Pemohon
mengetahui calon suaminya ingin datang melamar, maka sejak tanggal 14
Oktober 2019, anak Pemohon tidak pergi sekolah lagi, anak Pemohon tidak
hamil dan tidak pernah ketangkap warga ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dengan anak
Pemohon, maka Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa oleh karena anak Pemohon yang bernama
Jumriah binti Hasan, umurnya belum genap 16 (enam belas) tahun di mana
umur tersebut belum cukup menurut syarat yang ditentukan oleh Undang-
Undang, maka untuk melangsungkan pernikahannya harus ada dispensasi
kawin dari Pengadilan Agama sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1)
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa selain dari pada hal tersebut di atas, Majelis
Hakim memandang perlu mempertimbangkan perihal apakah anak Pemohon

() c'ah memenuhi kriteria  untuk melangsungkan
perkawinan, karena disisi lain anak Pemohon (I ). belum

cukup umur;

Menimbang, bahwa meskipun dalam keterangan Pemohon dengan
anak Pemohon, menyatakan bahwa anak Pemohon menjalin cinta dengan
calon suaminya selama 1 (satu) tahun, oleh karena itu Majelis Hakim
memandang perlu menjelaskan pengertian pacaran sebagaimana dalam
artikel Budi Lenggono “Pengaruh Pacaran Pada Remaja” diterbitkan tanggal
28 April 2016, yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim sebagai
berikut ini :

Menurut DeGenova & Rice (2005) pengertian pacaran adalah menjalankan
suatu hubungan dimana dua orang bertemu dan melakukan serangkaian
aktivitas bersama agar dapat saling mengenal satu sama lain. Benokraitis
(1996) menambahkan bahwa pacaran adalah proses dimana seseorang
bertemu dengan seseorang lainnya dalam konteks sosial yang bertujuan
untuk menjajaki kemungkinan sesuai atau tidaknya orang tersebut untuk
dijadikan pasangan hidup. Menurut Saxton (dalam Bowman, 1978),
pacaran adalah suatu peristiva yang telah direncanakan dan meliputi
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berbagai aktivitas bersama antara dua orang (biasanya dilakukan oleh
kaum muda yang belum menikah dan berlainan jenis). Kyns (1989)
menambahkan bahwa pacaran adalah hubungan antara dua orang yang
berlawanan jenis dan mereka memiliki keterikatan emosi, dimana
hubungan ini didasarkan karena adanya perasaan-perasaan tertentu dalam
hati masing-masing. Menurut Reiss (dalam Duvall & Miller, 1985) pacaran
adalah hubungan antara pria dan wanita yang diwarnai keintiman. Menurut
Papalia, Olds & Feldman (2004), keintiman meliputi adanya rasa
kepemilikan. Adanya keterbukaan untuk mengungkapkan informasi penting
mengenai diri pribadi kepada orang lain (self disclosure) menjadi elemen
utama dari keintiman.

Sehingga berdasarkan hal tersebut di atas, maka patut dinyatakan

berpacaran hanya untuk saling mengenal dan melihat kesesuaian antara satu
sama lain sebelum melangsungkan perkawinan;
Menimbang, bahwa alasan pernikahan dini sebaiknya tidak terjadi,
karena dapat menyebabkan hal-hal berikut ini, di antaranya:
1. Risiko penyakit seksual meningkat
Di dalam sebuah pernikahan, pasti terjadi hubungan seksual. Sedangkan
hubungan seksual yang dilakukan oleh seseorang di bawah usia 18 tahun
akan cenderung lebih berisiko terkena penyakit menular seksual, seperti
HIV. Begitu Hal ini karena pengetahuan tentang seks yang sehat dan
aman masih minim.
2. Risiko kekerasan seksual meningkat
Studi menunjukkan bahwa dibandingkan dengan wanita yang menikah
pada usia dewasa, perempuan yang menikah pada usia di bawah 18
tahun lebih cenderung mengalami kekerasan dari pasangannya.
Alasannya karena pada usia ini, ditambah dengan kurangnya
pengetahuan dan pendidikan, seorang perempuan di usia muda akan
lebih sulit dan cenderung tidak berdaya menolak hubungan seks.
Meski awalnya pernikahan dini dimaksudkan untuk melindungi diri
dari kekerasan seksual, kenyataan yang terjadi justru sebaliknya. Risiko
kekerasan semakin tinggi, terutama jika jarak usia antara suami dan istri
semakin jauh.
3. Risiko pada kehamilan meningkat
Kehamilan di usia dini bukanlah hal yang mudah dan cenderung lebih
berisiko. Deretan risiko yang mungkin terjadi pun tidak main-main dan
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bisa membahayakan bagi ibu maupun janin. Pada janin, risiko yang
mungkin terjadi adalah bayi terlahir prematur dan berat badan lahir yang
rendah. Bayi juga bisa mengalami masalah pada tumbuh kembang
karena berisiko lebih tinggi mengalami gangguan sejak lahir, ditambah
kurangnya pengetahuan orang tua dalam merawatnya.
Sedangkan ibu yang masih remaja juga lebih berisiko mengalami anemia
dan preeklamsia. Kondisi inilah yang akan memengaruhi kondisi
perkembangan janin. Jika preeklamsia sudah menjadi eklamsia, kondisi
ini akan membahayakan ibu dan janin bahkan dapat mengakibatkan
kematian.
4. Risiko mengalami masalah psikologis
Tidak hanya dampak fisik, gangguan mental dan psikologis juga berisiko
lebih tinggi terjadi pada wanita yang menikah di usia remaja. Beberapa
penelitian menunjukkan bahwa semakin muda usia wanita saat menikah,
maka semakin tinggi risikonya terkena gangguan mental, seperti
gangguan kecemasan, gangguan mood, dan depresi, di kemudian hari.
5. Risiko memiliki tingkat sosial dan ekonomi yang rendah
Tidak hanya dari segi kesehatan, pernikahan dini juga bisa dikatakan
merampas hak masa remaja perempuan itu sendiri. Di mana pada masa
itu seharusnya dipenuhi oleh bermain dan belajar untuk mencapai masa
depan dan kemampuan finansial yang lebih baik. Namun kesempatan ini
justru ditukar dengan beban pernikahan dan mengurus anak. Sebagian
dari mereka yang menjalani pernikahan dini cenderung putus sekolah,
karena mau tidak mau harus memenuhi tanggung jawabnya setelah
menikah. Begitu juga dengan remaja pria yang secara psikologis belum
siap menanggung nafkah dan berperan sebagai suami dan ayabh.
Menimbang, bahwa permasalahan perkawinan dini, seharusnya
dicegah. Pernikahan bukan hanya tentang cinta atau kekhwatiran persoalan
ekonomi semata, atau alasan agama, tetapi ada masa depan anak yang
nantinya bakal dilahirkan. Stigma orang tua akan ketakutan anak atas hamil di
luar nikah atau menganggap anak tersebut sudah dewasa masih perlu
dibenahi lagi. Terlebih lagi kondisi psikologis, mental, dan emosional yang
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masih belum stabil, dan organ reproduksi yang masih belum matang tentunya
perkawinan dini memiliki dampak yang harus lebih dipertimbangkan oleh
orang tua atau anak yang ingin melakukan perkawinan. Perkawinan anak
pada usia remaja akan mengakhiri masa remaja mereka. Padahal pada masa
ini, anak seharusnya bisa tumbuh kembang menyalurkan minat bakat mereka
dan menjadi masa untuk menyiapkan masa dewasa, hal ini sesuai dengan
amanat Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang
Perlindungan Anak, Pasal 26 ayat (1) Orang tua berkewajiban dan
bertanggung jawab untuk,

a. mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak;

b. menumbuh kembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan

minatnya;

¢. mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak dan;

d. memberikan pendidikan karakter dan penanaman nilai budi pekerti
pada anak;
oleh karena itu Pemohon seharusnya lebih mencurahkan perhatian dan
memberikan nasihat dan melindungi anaknya dari perkawinan usia dini dan
bukan malah mengikuti keinginan/desakan anak dan atau dari pihak
keluarganya, karena perkawinan bukan tempat bermain anak-anak;
Menimbang, bahwa dengan adanya pengajuan permohonan Pemohon

terhadap anaknya ([ [ | ) .tuk diberi Dispensasi Kawin,

namun terhadap hal tersebut berdasarkan pertimbangan-pertimbangan
tersebut di atas, keadaan anak Pemohon ([ GG -2t ini
belum cukup umur 14 tahun, 10 bulan dan Majelis Hakim berkesimpulan
bahwa fisik anak Pemohon masih kecil untuk melangsung perkawinan dan
anak Pemohon saat ini masih menempuh pendidikan Kelas 1 SMA, sehingga
Majelis Hakim berpendapat permohonan Pemohon patut untuk ditolak;
Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini dalam bidang perkawinan,
maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan
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perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya
perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan
hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN
1. Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima (Niet

Ontvankelijke Verklaard);
2. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara
sejumlah Rp 331.000,00 (tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang
dilangsungkan pada hari Rabu, tanggal 30 Agustus 2019 Miladiah, bertepatan
dengan tanggal 2 Rabiulawal 1441 Hijriah oleh kami Muhammad Arif, S.H.I
sebagai Ketua Majelis, Syahruddin, S.H.I.,M.H serta Taufiqurrahman, S.HI
masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada
hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut
dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Mansurdin, BA
sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon;

Hakim anggota Ketua majelis;

SYAHRUDDIN, S.H.l., M.H MUHAMMAD ARIF, S.H.I

Hakim anggota,

ttd

TAUFIQURRAHMAN, S.HI
Panitera pengganti;
ttd
MANSURDIN, BA

Perincian Biaya Perkara

.1 Biaya Pendaftaran : Rp 30.000.00
.2 Biaya Proses : Rp 50.000.00
.3 PNBP Panggilan : Rp 10.000,00

.4 Biaya Panggilan : Rp 225.000.00
.5 Biaya Redaksi . Rp 10.000.00
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Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

.6 Biaya Meterai  Rp 6.000.00
Jumlah : Rp 331.000,00

(tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Untuk Salinan
Panitera Pengadilan Agama Sinjai

STARAMIN, S.Ag., M.H
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